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BAB III  

PERLINDUNGAN KONSUMEN DI INDONESIA DAN PERLINDUNGAN 

KONSUMEN PERSPEKTIF ISLAM 

 

A.  Perlindungan Konsumen Di Indonesia 

1. Pengertian dan Dasar Hukum Perlindungan Konsumen 

Secara etimologi pengertian konsumen diambil dari bahasa inggris yaitu 

consumer atau consument/konsument yang diambil dari bahasa Belanda. Konsumen 

sendiri diartikan sebagai individu atau sekelompok orang yang memakai barang atau 

jasa yang berdasarkan persediaan barang.
1
 Dalam kamus umum bahasa Indonesia 

pengertian konsumen adalah merupakan pemakai dari barang atau jasa yang telah 

diproduksi oleh produsen.
2
 

Pengertian perlindungan konsumen adalah bagian dari upaya pemerintah 

untuk meminimalisir sengketa konsumen yang diimplementasikan dengan Undang-

Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Perlindungan 

konsumen memuat asas-asas yang bersifat mengatur dan juga melindungi konsumen. 

Kaidah hukum yang ada dalam perlindungan konsumen mengatur tentang hubungan 

                                                             
1
 Waldi Nopriansyah, Hukum Bisnis di Indonesia: Dilengkapi dengan Hukum Bisnis Dalam 

Perspektif Syariah (Prenada Media, 2019), hlm. 202. 
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konsumen dengan pelaku usaha. Perlindungan konsumen merupakan kewajiban dari 

Negara untuk melindungi hak konsumen yang dilalaikan atau yang tidak terpenuhi.
3
 

2. Sejarah Perlindungan konsumen  

Sejarah mencatat perlindungan konsumen bermula pada abad ke-19 yang 

mana pada masa tersebut ada tiga gelombang catatan sejarah mengenai perlindungan 

konsumen. Dimulai dari tahun 1891 di New York gerakan perlindungan konsumen 

pertama kali di dunia. Disusul gerakan perlindungan konsumen ditingkat nasional 

pada tahun 1898 di Amerika Serikat. Nama lembaga tersebut ialah The National 

Concumer’s league. Lembaga tersebut berkembang pesat yang memiliki 64 cabang 

yang tersebar di 20 negara.
4
 

Terbentuklah Undang-Undang perlindungan konsumen di tahun 1937 yang 

dilatar belakangi oleh tewasnya konsumen sebanyak 93 orang. Undang-undang 

tersebut telah diamandemen yang pada awalanya The Meat Inpection Act dan The 

Food and Drugs Act menjadi The Food and Drugs Act.
5
 

Gelombang kedua pada tahun 1914 ditandai dengan dibentuknya Federal 

Trade Commision (FTC) merupakan sebuah bentuk lembaga pendidikan terhadap 

perlindungan konsumen. Hingga pada tahun 1930 aksi untuk mengedukasi masarakat 

tentang perlindungan konsumen sedang gencar-gencarnya. Cara pendidikan yang 

                                                             
3
 Lilik Noor Yuliati dan Megawati Simanjuntak, Pendidikan dan Perlindungan Konsumen 

(PT Penerbit IPB Press, 2022), hlm. 8. 
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 Sigit Sapto Nugroho, Hukum Perlindungan Konsumen Perspektif Perlindungan Hukum atas 

Iklan yang Merugikan (Penerbit Lakeisha, 2022), hlm. 28. 
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 Yusnedi Achmad, Aspek Hukum Dalam Ekonomi (Deepublish, 2015), hlm.148. 



37 

 

 

 

dilakukan adalah melalui menulis buku-buku tentang perlindungan konsumen yang 

didukung dengan berbagai penelitian penunjang agar membuat masarakat dapat 

berpikir kritis mengenai perlindungan konsumen.
6
 

Gelombang ketiga pada tahun 1960-an yang ditandai dengan pidato presiden 

Amerika Serikat yaitu John F Kennedy pada kongres Amerika Serikat. Sehingga 

lahirlah hukum konsumen atau disebut dengan Consumer Law. Dalam perpektif maka 

hukum konsumen merupakan sebuah hukum baru, sehingga perlindungan konsumen 

dikenal dunia.
7
 

Masuknya perlindungan konsumen di Indonesia dimulai adanya YLKI 

(Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia). Dilatarbelakangi oleh banyaknya 

keresahan masyakat yang menginginkan dibentuknya payung hukum tentang 

konsumen. Sebelum terbentuknya Undang-Undang Perlindungan Konsumen, peran 

YLKI bentuk kesadaran dalam hal periklananan yang mengandung kecurangan 

sehingga menjadikan lancarnya produksi dan distribusi barang yang akan 

diperjualbelikan. Disamping itu, keinginan masyarakat tidak hanya berupa bentuk 

kesadaran tetapi juga bentuk pengawasan agar masyarakat tidak dirugikan dan 

kualitas dapat terjamin.
8
 

Adanya desakan dari masyarakat tersebut maka pemerintah mengabulkan 

permintaan dari masyarakat dengan menghadirkan beberapa kedutaan asing, 

                                                             
6
 Achmad, hlm. 148. 
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Departemen Perindustrian, DPR (Dewan Perwakilan Rakyat), dan tokoh lainnya 

dalam rangka mengadakan pertemuan untuk mendapatkan titik terang mengenai 

keresahan masyarakat mengenai perlindungan konsumen. Pada pertemuan tersebut 

lahirlah YLK (Yayasan Lembaga Konsumen), melindungi konsumen dan menjaga 

martabat konsumen. Setelah gencar tentang perlindungan konsumen tersebar melalui 

berita dan tulisan-tulisan hingga akhirnya lahirlah Undang-Undang Nomor 8 Tahun 

1999 Tentang Perlindungan Konsumen.
9
 

3. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha dan Konsumen 

Hak konsumen tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen. Hak tersebut ialah agar mendapatkan keamanan, kenyamanan, dan 

keselamatan dalam menggunakan barang atau jasa. berhak mendapatkan pelayanan 

yang baik tidak diskrimatif. Berhak mendapatkan informasi produk yang benar dan 

berhak didengarkan keluhannya. berhak memperoleh perlindungan hukum berupa 

advokasi penyelesaian sengketa konsumen.
10

 

Hak pelaku usaha tercantum dalam Pasal 6 Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen diantaranya ialah hak untuk menerima pembayaran sesuai dengan 

kesepakatan. Hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dengan konsumen yang 

tidak beritikad baik. Berhak untuk melakukan pembelaan diri sebagaimana dalam 

penyelesaian sengketa konsumen. Berhak untuk mendapatkan rehabilitasi nama jika 
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 Simatupang, hlm. 52. 
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 Endah Truwulandari, Pengantar Hukum Perlindungan Konsumen - Damera Press (Damera 

Press, 2022), hlm. 20–21. 
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terbukti kerugian konsumen tidak terdapat dari barang atau jasa yang di-

perdagangkan.
11

 

Kewajiban konsumen tercantum dalam Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan 

Konsumen yaitu; pertama, membaca atau mengikuti informasi dan prosedur 

pemakaian atau pemanfaatan barang ataupun jasa. Kedua, beritikad baik dalam 

melakukan transaksi pembelian dan membayar sesuai nilai tukar. Kelima, mengikuti 

upaya penyelesaian hukum sengketa konsumen dengan patuh.
12

 

Kewajiban pelaku usaha terdapat dalam Pasal 7 Undang-Undang 

Perlindungan Konsumen. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya. 

Memberikan informasi yang jelas dan jujur sesuai dengan kondisi barang/jasa yang 

diperjualbelikan. Memperlakukan dengan baik konsumen secara benar dan baik serta 

tidak diskriminatif. Menjamin mutu barang/jasa yang diperjualbelikan.
13

 

4. Tanggung Jawab Pelaku Usaha 

 Dalam penggunaan jasa ataupun pembelian barang tidak selamanya berjalan 

dengan baik ada kalanya kesalahan yang diperbuat baik secara sengaja maupun tidak 

sengaja yang dilakukan pelaku usaha sehingga menimbulkan sengketa dan 

menyebabkan adanya perlawanan hukum yang dilakukan oleh pelaku usaha itu 

sendiri dengan berlaku ingkar kepada konsumen. Dalam Pasal 1365 KUH Perdata 
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 Waldi Nopriansyah, Hukum Bisnis di Indonesia, hlm. 207–209. 
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 Elsi Kartika Sari dan Advendi Simanunsong, Hukum Dalam Ekonomi (Edisi II_Rev) 

(Grasindo, 2021), hlm. 161. 
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 Toman Sony Tambunan dan Wilson R. G. Tambunan, Hukum Bisnis (Prenada Media, 
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merupakan perbuatan melanggar hukum yaitu adanya perbuatan yang dilakukan 

sehingga menimbulkan kesalahan atau kecacatan yang menimbulkan kerugian salah 

satu pihak. Secara konsepnya merupakan perbuatan yang terjadi atas sebab akibat 

dalam perbuatan tersebut yang menimbulkan sebuah kesalahan ataupun kerugian.
14

 

Pertanggungjawaban dari pelaku usaha diperlakukan dalam kondisi tersebut 

sebagaimana diatur dalam Pasal 19 UUPK yang secara sederhananya bahwa 

keterkaitan antara pelaku usaha dengan konsumen yang memiliki hak serta kewajiban 

yang berbeda. Perbedaan kewajiban dan hak dari pelaku usaha dan konsumen, ini 

juga menggambarkan perbedaan dari tujuan dari keduanya. Pelaku usaha yang 

bertujuan untuk mendapatkan keuntungan yang besar serta meningkatkan efisiensi 

dan juga produktifitas. Sedangkan dari konsumen melakukan pembelian ataupun 

penggunaan jasa salah satunya untuk memenuhi kebutuhan hidup.
15

 

Keterkaitan tersebut maka dari pihak pelaku usaha membuat perjanjian 

dengan konsumen dalam sebuah transaksi. Jika terjadi kesalahan ataupun kecurangan 

yang dilakukan oleh pelaku usaha yang terjadi kepada konsumen apabila konsumen 

mengalami kerugian ketika mengkonsumsi/menggunakan barang atau jasa. Produk 

tersebut cacat dan menimbulkan bahaya meskipun dalam penggunaan yang sesuai 

                                                             
14

 Sukarmi, Cyber Law: Kontrak Elektronik dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha (Cyberlaw 

Indonesia) (www.tokobukuonline.com - TBO, t.t.), hlm. 13. 
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 Abdul Halim Barkatullah, Framework Sistem Perlindungan Hukum bagi Konsumen di Indonesia, 

hlm. 60. 
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dengan anjuran. Kemudian, adanya bahaya dalam penggunaannya yang tidak 

diberitahukan sebelumnya.
16

 

Definisi pertanggungjawaban pelaku usaha tersebut ialah berupa keadaan 

dimana dalam pembuatan produknya pelaku usaha tidak memperhatikan secara teliti 

sehingga terjadi kelalaian sehingga menimbulkan kesalahan dalam pembuatannya. 

kondisi inilah yang menjadikan agar diaturnya pertanggung jawaban pelaku usaha 

dalam Undang-Undang.
17

 

 

B. BPSK (Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen) 

1. Pengertian BPSK 

Dalam rangka menunjang perlindungan konsumen, BPSK merupakan salah 

satu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah untuk menjalankan amanat dari 

Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK). BPSK utamanya yaitu 

menyelesaikan sengketa konsumen dan pelaku usaha diluar pengadilan.
18

 Kedudukan 

BPSK berada di Kabupaten/Kota. Lembaga ini sangatlah penting untuk ada disetiap 

                                                             
16

 Imam Musbikin, Penguatan Karakter Kemandirian, Tanggung Jawab dan Cinta Tanah Air 

- Google Books (Nusa Media, 2021), hlm. 19. 

 

 
17

 Imam Musbikin, hlm. 19. 
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 Zahry Vandawati Chumaida dan Bambang Sugeng Ariadi, Penegakan Hak Konsumen 

Melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Guna Meningkatkan Indeks Kepuasan Konsumen 

(Jakad Media Publishing, t.t.), hlm. 25. 
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daerah untuk menangani sengketa konsumen, baik kerugian yang ditimbulkan 

nilainya kecil maupun nilai kerugian yang besar.
19

 

2. Peran BPSK  

Peran BPSK ialah menuntaskan konflik yang terjadi antara konsumen dan 

pelaku usaha dengan cara arbitrase, konsiliasi, ataupun mediasi. Ketiga cara tersebut 

dapat dipilih salah satunya untuk alternatif penyelesaian sengketa. Sebelum 

konsumen membuat laporan maka konsumen harus mengkonsultasikan masalahnya 

sesuai atau tidaknya dengan sengketa dan perlindungan konsumen.
20

 

Sengketa yang dilaporkan jika terindikasi sengketa konsumen maka dapat 

dilakukan kajian arau analisis terhadap sengketa. Proses selanjutnya dengan 

pemanggilan kepada pihak pelaku usaha dan konsumen itu sendiri. Untuk 

dilaksanakan persidangan dalam menyelesaiakan perkara yang terjadi. Persidangan 

tersebut dihadiri oleh konsumen, pelaku usaha, ataupun saksi yang mengetahui 

kejadian tersebut. Pihak BPSK sebelumnya akan melakukan pemanggilan kepada 

konsumen dan pelaku usaha, jika pemanggilan tidak terpenuhi maka dapat meminta 

bantuan kepada aparat yang berwenang atau yang mengetahui kejadian tersebut agar 

pihak yang bersengketa dapat dihadirkan ke persidangan.
21
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 Duwi Handoko, Hukum Penelesaian Sengketa Konsumen (Hawa dan AHWA, 2019), hlm. 

64. 
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 Anggraeni Endah Kusumaningrum Anggraeni Endah Kusumaningrum, ―Peran Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen dalam Upaya Perlindungan Hukum Bagi Konsumen,‖ Serat Acitya 

2, no. 1 (7 April 2020): hlm. 43, https://doi.org/10.56444/sa.v2i1.36. 
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 Arianto Hulu, A.A. Laksmi Sagung Dewi, dan Ni Made Sukaryati Karma, ―Peran Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen (Studi Kasus: 

Putusan BPSK Bandung NO.01/AP/BPSK/IV/2016),‖ Jurnal Preferensi Hukum 1 (2020): hlm. 31. 
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Persidangan yang dilakukan BPSK terdapat 3 majelis yang terdiri dari 

eksekutif, unsur pelaku usaha, dan unsur konsumen serta dibantu oleh pantitera dalam 

melakukan pencatatan persidangan.
22

 Para majelis bertugas dalam memeriksa, 

mengadili, dan memutuskan/menetapkan perkara.
23

 Dan apabila putusan/penetapan 

telah ada dan konsumen memamg sebagai korban yang mendapatkan kerugian. 

Pelaku usaha mendapatkan sanksi administratif dan putusan tersebut harus 

dilaksanakan karena putusan BPSK sendiri merupakan putusan yang final dan 

mengikat.
24

 

Salah satu faktor timbulnya sengketa konsumen dan pelaku usaha adalah 

berupa wanprestasi. Dimana salah satu pihak tidak melaksanakan prestasinya sesuai 

yang diperjanjikan atau hanya melaksanakan sebagian dari prestasi namun prestasi 

yang lainnya tidak dilaksanakan sehingga menimbulkan kerugian baik secara materil 

ataupun non materil kepada konsumen terhadap pemakaian barang /jasa dari pelaku 

usaha.
25
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3. Tugas dan Wewenang BPSK 

Berdasarkan Pasal 52 UPKK ada beberapa tugas dan wewenang BPSK 

diantaranya ialah: 

a. melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen dengan 

cara melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi; 

b. memberikan konsultasi perlindungan konsumen; 

c. melakukan pengawasan terhadap pencantuman klausula baku; 

d. melaporkan kepada penyidik umum apabila terjadi pelanggaran ketentuan 

dalam Undang-undang ini; 

e. menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis, dari konsumen 

tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; 

f. melakukan penelitian dan pemeriksaan sengketa perlindungan konsumen; 

g. memanggil pelaku usaha yang diduga telah melakukan pelanggaran 

terhadap perlindungan konsumen; 

h. memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli dan/atau setiap orang 

yang dianggap mengetahui pelanggaran terhadap Undang-undang itu; 

i. meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi 

ahli, atau setiap orang sebagaimana dimaksud pada huruf g dan huruf h, 

yang tidak bersedia memenuhi panggilan badan penyelesaian sengketa 

konsumen; 

j. mendapatkan, meneliti dan/atau menilai surat, dokumen, atau alat bukti lain 

guna penyelidikan dan/atau pemeriksaan; 

k. memutuskan dan menetapkan ada atau tidak adanya kerugian di pihak 

konsumen; 

l. memberitahukan putusan kepada pelaku usaha yang melakukan 

pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; 

m. menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku usaha yang melanggar 

ketentuan Undang-undang ini. 

 

4. Penyelesaian Sengketa Konsumen dan Pelaku Usaha 

a. Teori dan Pengertian Penyelesaian Sengketa  

Pengertian sengketa konsumen terdapat dalam Pasal 1 Angka 8 Keputusan 

Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 

350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan 
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Penyelesaian Sengketa Konsumen. Secara sederhananya sengketa konsumen 

merupakan suatu permasalahan yang dialami oleh konsumen kepada pelaku usaha 

yang menimbulkan kerugian kepada konsumen akibat mengkonsumsi atau 

menggunakan barang/jasa dari pelaku usaha.
26

 

Sengketa konsumen merupakan pelaggaran-pelanggaran terhadap hak-hak 

konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha. Sengketa konsumen sangat luas tidak 

hanya salam bidang perdata tetapi dalam bidang pidana ataupun tata negara.
27

 Proses 

terjadinya sengketa konsumen terdapat 3 tahapan yaitu : 

1) Tahapan yang pertama konsumen mencari informasi mengenai barang/jasa 

melalui iklan.  

Konsumen memastikan dengan benar dan memahami penggunaan, bahannya 

dan hal lainnya yang dapat menunjang konsumsi atau penggunaan barang/jasa. Pada 

tahap ini sengketa juga dapat terjadi apabila konsumen meragukan klaim dari barang 

tersebut.
28

 

2) Jika konsumen mendapatkan informasi 

                                                             
26

 Riris Nisantika dan Ni Luh Putu Egi Santika Maharani, ―Penyelesaian Sengketa Konsumen 

Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK),‖ Jurnal Locus Delicti 2, no. 1 (1 Juli 2021): 
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 Nisantika dan Putu Egi Santika Maharani, hlm. 52. 
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Konsumen yang cukup mendapatkan maka dilakukan transaksi atas 

barang/jasa. Pada fase ini sengketa juga dapat terjadi jika informasi yang diberikan 

menyesatkan.
29

 

 

3) Pasca transaksi 

 Terjadinya sengketa adalah pada fase ini, konsumen baru menyadari atas 

klaim yang diberikan tidak sesuai dengan iklan atau label yang tertulis. Fase inilah 

yang menjadi puncak sengketa yang terjadi, konsumen yang menuntut agar 

barang/jasa tersebut sesuai dengan yag tertera pada iklan/brosur.
30

 

5. Cara penyelesaian sengketa konsumen 

Penyelesaian sengketa yang terjadi pada konsumen dan pelaku usaha 

umumnya dapat di tempuh dengan dua cara yaitu litigasi (penyelesaian sengketa di 

pengadilan) dan non litigasi penyelesaian sengketa dliaur pengadilan. Penyelesaian 

sengketa di pengadilan melalui tahapan yang formal dan menghabiskan waktu yang 

banyak. Sedangkan penyelesaian diluar pengadilan kelebihannya ialah lebih efisien 

dari segi waktu dan biaya.
31

 

Konsumen yang merasa dirugikan dapat mengajukan gugatan ke pengadilan 

umum atau pengadilan negeri hal ini berdasarkan Pasal 45 UUPK. Tidak hanya 
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kepada pengadilan umum atau pengadilan negeri saja, tetapi konsumen dapat 

mengajukan gugatan terhadap kerugian yang di alaminya di luar pengadilan sebagai 

salah satu alternatif dalam penyelesaian sengketa. Sehingga tidak jarang masyarakat 

menyelesaikan sengketa konsumen di luar pengadilan seperti pada BPSK (Badan 

Penyelesaian Sengketa Konsumen) sesuai dengan Pasal 49 UUPK.
32

 

Penyelesaian sengketa antara konsumen dan pelaku usaha biasanya dilakukan 

diluar pengadian. Jika penyelesaian tersebut tidak berhasil maka dapat mengajukan 

tuntutan ke pengadilan negeri. Penyelesaian sengketa jalur litigasi maupun non 

litigasi tidak dapat menghapus pidananya.
33

 

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau non litigasi merupakan alterntif 

penyelesaian sengketa di bidang keperdataan, hal tersebut merupakan kerugian yang 

didapat oleh konsumen atas kesalahan dari pelaku usaha. Dalam bidang keperdataan 

ini biasanya pelaku usaha diminta untuk membayarkan ganti rugi kepada 

konsumen.
34

 Adapun jenis alternatif penyelesaian sengketa di BPSK yaitu : 

a. Mediasi 

Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa dengan perundingan dan 

memerlukan pihak ketiga yaitu mediator guna sebagai pihak perantara atau 

penghubung dalam menyelesaikan sengketa para pihak tetapi keputusan tetaplah pada 
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 Supriyadi, Aspek Hukum dalam Bisnis (Telaah Peraturan Perundangan di Indonesia) 

(Semarang: Qadhar Publisher, 2020), hlm. 320. 
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para pihak yag bersengketa. Prinsip yang ada dalam mediasi yaitu sukarela antara 

kedua belah pihak tanpa adanya paksanaan dari pihak manapun. 

Sistem mediasi dapat dilakukan secara litigasi maupun nonlitigasi.
35

 

Sebagaimana yang tercantum didalam Pasal 7 ayat 1 PERMA Nomor 1 Tahun 2016 

tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menjelaskan bahwa mediasi ialah cara 

penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan 

para pihak dengan dibantu oleh mediator.
36

 Sedangkan mediasi di  

BPSK diatur dalam Pasal 1 ayat (10) Keputusan Menteri Perindustrian dan 

Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 yang mana penyelesaian sengketa me-

lalui mediasi ditangani oleh majelis BPSK sebagai mediator. Majelis BPSK berperan 

sebagai mediator bersifat aktif.
37

 

Proses mediasi yang dapat dilalui oleh pihak yang bersengketa yaitu : 

1) Adanya kesepakatan dari kedua belah pihak untuk menempuh proses 

mediasi; 

2) Memahami masalah-masalah dengan menceritakan alur permasalahan 

secara runtut; 
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3) Memberikan pilihan-pilihan sebagai pemecahan masalah; 

4) Mencapai kata sepakat sesuai dengan pilihan solusi yang diajukan 

sebelumnya; 

5) Menjalakan kesepakatan.
38

 

Adapun keuntungan dalam menyelesaikan sengketa jalur mediasi yaitu: 

1) Mediasi diharapkan dapat menyelesaikan sengketa dengan cara cepat dan 

murah. 

2) Mediasi memfokuskan pada kepentingan para pihak dan sekaligus para 

pihak yang bersengketa dapat berpartisipasi dalam penyelesaian masalah. 

3) Mediasi dapat menciptakan perdamaian karena kesepakatan dan 

keinginan dilakukan oleh para pihak yang memutuskannya.
39

 

b. Konsiliasi 

Penyelesaian sengketa jenis ini dengan cara mempertemukan kedua belah 

pihak yang bersengketa untuk mencapai tujuan. Dalam rangka menciptakan 

penyelarasan pendapat dengan suasana yang damai tanpa adanya rasa permusuhan 

dari kedua belah pihak. Sehingga jalannya dalam menyelesaikan sengketa berjalan 

dengan tentram.
40
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Konsiliasi merupakan salah satu cara alternatif penyelesaian diluar pengadilan 

yang dibantu oleh konsiliator dalam sebuah perundingan. Konsiliator sendiri tidak 

memiliki hak dalam membuat keputusan. Peran konsiliator hanya untuk mengajukan 

pendapat ataupun saran dalam perundingan berlangsung.
 41

  

Jika proses perundingan telah berakhir dan disepakati, maka konsiliator 

memberikan perjanjian yang harus ditandatangani oleh kedua belah pihak. Jika 

perundingan tidak mendapatkan titik temu maka konsiliator membuat laporan bahwa 

perundingan belum berhasil.
42

 Penyelesaian sengketa melalui konsliliasi di BPSK, 

penyelesaiannya diselesaikan oleh kedua belah pihak yang didampingi oleh majelis 

BPSK bersifat pasif berdasarkan Pasal 5 ayat (1) Kepmen Perindustrian dan 

Perdagangan).
43

 

c. Arbitrase 

Secara bahasa pengertian arbitase berasal dari bahasa latin yaitu arbirare yang 

artinya kekuasaan dalam menyelesaikan sesuatu sesuai dengan kebijaksanaan. 

Arbitrase sendiri merupakan suatu penyelesaian sengketa diluar pengadilan dengan 
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dibantu oleh seorang arbiter dalam menyelesaikan serta membuat keputusan untuk 

kedua belah pihak yang bersengketa. 
44

 

Tidak jarang putusan arbitrase dianggap semena-mena dan tidak 

mempertimbangkan hukum yang berlaku melainkan melalui kebijaksanaan saja. 

Namun, hal tersebut merupakan kekeliruan dalam pemahaman mengenai putusan 

arbitrase.
45

 

Putusan arbitase sendiri juga menerapkan sesuai dengan hukum yang berlaku 

seperti yang dilakukan oleh para hakim di pengadilan.
46

 Putusan arbitrase bersifat 

final artinya putusan tersebut dianggap telah selesai yang memiliki kekuatan hukum 

tetap dan harus dilaksanakan. Sehingga tidak dapat diajukan banding, kasasi ataupun 

peninjauan kembali. Pelaksanaan putusan arbitrase memiliki tenggang waktu paling 

lama 30 hari terhitung sejak tanggal ditetapkannya putusan.
47

 Pasal 1 ayat (11) 

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 

mengenai penyelesaian sengketa konsumen melalui arbitrase di BPSK. Majelis BPSK 

bersifat aktif dalam mendamaikan kedua belah pihak dan keputusan sepenuhnya 

diberikan kepada pihak majelis.
48
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Adapun kriteria dalam penyelesaian sengketa melalui arbitrase yaitu : 

1) Para pihak yang bersengketa menyepakati bahwa penyelesaian sengketa 

melalui arbitrase. 

2) Jika kedua belah pihak setuju, kemudian kedua pihak akan 

menandatangani nota kesepakatan penyelesaian sengketa jalur arbitrase. 

3) Sengketa yang dapat diselesaikan secara aribitrase ialah sengketa dalam 

bidang perdagangan serta mengenai hak dalam hukum serta undang-

undang. 

4) Sengketa lainnya juga dapat diselesaikan melalui arbitrase ialah yang 

tidak bertentangan dengan norma kesusilaan serta ketertiban umum.
49

  

Untuk terhindar dari gugatan maka Undang-Undang Perlindungan Konsumen 

telah mengatur tentang larangan bagi pelaku usaha. Pelaku usaha dilarang melakukan 

perbuatan yang merugikan konsumen. Ada beberapa bagian larangan pelaku usaha 

diantaranya : 

1) Larangan dalam memproduksi/menjual produk 

2) Barang yang dijual tidak memenuhi standar yang sesuai dengan undang-

undang. 

3) Ketidaksesuaian ukuran, takaran, serta jumlah barang yang 

diperjualbelikan. 

                                                             
 

49
 Frans Hendra Winarta, hlm. 71. 

 



53 

 

 

 

4) Tidak sesuai dengan kualitas barang yang telah dijaminkan atau yang 

tertera dilabel produk. 

5) Tidak mencantumkan informasi produk dengan jelas. 

6) Tidak mengikuti proses produksi halal yang sesuai pada label halal 

produk. 

7) Memperdagangkan barang yang cacat atau rusak.
50

 

Larangan dalam promosi barang/jasa secara tidak benar dalam hal : 

1) Barang tersebut seolah-olah telah memenuhi standar produksi sehingga 

meyakinkan barang tersebut dalam keadaan baik 

2) Menggunakan kata-kata yang berlebihan dalam mempromosikan produk 

yang tidask sesuai dengan kualitas barang atau jasa yang 

diperjualbelikan 

3) Secara langsung/tidak langsung merendahkan produk atau jasa milik 

orang lain. 

4) Barang/jasa telah memiliki sponsor atau afiliasi dengan memiliki ciri 

atau aksesoris tertentu. 

5) Melaksanakan promosi dengan potongan harga, dengan jumlah barang 

tertentu dan waktu yang terbatas. Jika pelaku usaha tidak berniat 

melaksanakannya sesuai dengan apa yang diiklankan.
51
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C.  Perlindungan Konsumen dalam Islam 

1. Pengertian Perlindungan Konsumen dalam Islam 

Perlindungan konsumen dalam Islam tidak terlepas dari sumber-sumber 

hukum yang berlaku dalam Islam. Sumber hukum perlindungan konsumen dalam 

Islam yaitu diantaranya ialah Al-Qur‘an, sunnah ijma, dan qiyas.
52

 Perlindungan 

konsumen dalam Islam sendiri dibawa oleh Rasulullah SAW. Dengan menerapkan 

prinsip keadilan, kejujuran dan tanggung jawab sebagai pelaku usaha sehingga dapat 

ditemukan prinsip-prinsip perlindungan konsumen dalam Islam.
53

 Terdapat dalam 

Q.S. al-Baqarah/2: 279 

  ِِ ِ  ِ  ِ ِِ   ِِ ِ  ِ  ِِ

   ِِ   ِ ِ   ِِِ

―Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahui-

lah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. dan jika kamu bertaubat (dari 
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pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak Menganiaya dan tidak 

(pula) dianiaya.‖
54

 

Pada ayat tersebut membahas masalah riba, dapat dipahami bahwa pada 

kalimat tidak menganiaya dan tidak pula dianiaya. Kalimat tersebut merupakan 

perlindungan konsumen dalam Islam yaitu dalam melakukan agar menerapkan 

prinsip kejujuran serta keadilan baik untuk konsumen maupun pelaku usaha dilarang 

untuk menzalimi satu sama lain.
55

 Berdasarkan nilai etika Islam agar hak-hak 

konsumen dan pelaku usaha sama-sama dapat terpenuhi.
56

 

2. Konsep Konsumen Dalam Islam 

Konsep konsumsi dalam Islam sangat mengacu pada keadilan ekonomi serta 

prinsip halal dan haram yang diterapkan oleh ekonomis Islam. Aktivitas yang 

dilakukan dalam melakukan perlindungan konsumen dalam Islam yaitu berupa 

perlindugan terhadap zat, proses produksi serta distribusi, akibat dalam 

mengkonsumsi produk tersebut, dan tujuan dalam mengkonsumsi barang tersebut.
57

 

Pandangan Islam dalam mendefinisikan konsumen tidak hanya dalam bentuk 

perorangan tetapi juga berbentuk badan hukum (al-syakhshiyat al-ma’nawawiyyah) 
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seperti yayasan wakaf ataupun lembaga lainnya. Definisi konsumen dalam Islam 

disebut sebagai pemakai yang tidak hanya terbatas dalam tukar menukar tetapi dalam 

hal konsumsi barang/jasa. Barang dan jasa dalam hukum ekonomi syariah berupa 

harta (al-mal), harta yang dimaksudkan terdiri dari barang dan jasa (al-manfa’ah)
58

 

Objek dalam pemakaian barang dan jasa yang digunakan dapat memberikan 

manfaat baik untuk kepentingan dirinya sendiri, keluarga ataupun masyakat. 

Sehingga konsumen sebagai pemakai disini tidak hanya untuk konsumen akhir tetapi 

bisa untuk produksi selanjutnya. Dalam ekonomi Islam tidak ada perbedaan antara 

konsumen akhir maupun konsumen yang akan melakukan produksi selanjutnya. Para 

ahli hukum Islam juga tidak membedakan jenis barang. Sebagaimana yang diterapkan 

dalam ekonomi konvensional yang membedakan jenis barang berupa barang 

konsumsi, barang produksi maupun barang perantara.
59

 

Perbedaan antara ekonomi konvensional dan ekonomi Islam, yaitu dalam ber-

transaksi tidak hanya mengutamakan materialism tetapi juga mengutamakan spritual-

isme. Artinya dalam berbisnis tidak hanya mementingkan keuntungann yang sifatnya 

material tetapi juga dapat menjadi ibadah dalam pelaksanaannya.
60

 Konsumen (al-
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mustahlik) dalam Islam harus dilindungi dari transaksi yang merugikan. Hal ini 

berpengaruh untuk semua konsumen dalam Islam baik pemakai akhir ataupun 

perantara untuk melakukan produksi selanjutnya semuanya sama harus mendapatkan 

perlindungan. Konsumen dalam Islam yang telah mendapatkan hak yang secara sah 

yang mendapatkan perlindungan melalui ketentuan sesuai syariat. Konsep kajian fikih 

Islam dalam melindungi konsumen, maka menggunakan berbagai perangkat hukum 

sebagai sarana solusi permasalahan konsumen seperti larangan ba’i al-gharar (jual beli 

mengandung unsur tipuan), riba, al-ghubn (adanya tipuan yang disengaja), dan 

masalah lainnya yang dapat merugikan salah satu pihak yang bertransaksi terlebih 

konsumen.
61

 

Setiap manusia tidak bisa lepas interaksi dengan manusia lainnya terlebih 

dalam kegiatan ekonomi yang setiap harinya selalu ditemui. Kegiatan ekonomi yang 

sering dilakukan oleh manusia adalah tansaksi jual beli.
62

 Dalam transaksi jual beli 

ada dua pihak yang berperan yaitu penjual dan pembeli atau biasa disebut dengan 

konsumen dan pelaku usaha. Transaksi yang dilakukan oleh konsumen dan pelaku 
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usaha haruslah saling ridha tidak ada tipuan, riba ataupun unsur lainnya yang dilarang 

dalam Islam dan dapat merugikan salah satu pihak.
63

 

Konsumen dan pelaku usaha sama pentingnya, sama-sama memiliki hak dan 

tanggung jawab. Sebagai konsumen yaitu orang atau sekelompok orang yang 

memerlukan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan pribadi ataupun kebutuhan 

banyak orang.
64

 Sehingga kedudukannya dianggap lemah dan seringkali dirugikan 

karena tindakan pelaku usaha yang tidak memenuhi hak konsumen sepenuhnya.
65

 

Perlindungan konsumen sangatlah penting tidak hanya dalam pandangan 

hukum positif namun hukum Islam juga sangat memperhatikan konsumen. Dalam 

ekonomi syariah bahwa hak-hak seseorang haruslah dipenuhi dan agar tidak 

dilanggar, bentuk perlindungan konsumen terdapatlah peran Negara sebagai bentuk 

kepedulian terhadap konsumen.
66
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Hukum Islam tidak secara eksplisit menyebutkan tentang perlindungan 

konsumen namun, dalam Al-Qur‘an surah Al-A‘raf ayat 85. Allah SWT telah 

memberikan peraturan tentang perlindungan konsumen.
67

 

Ayat tersebut mengajarkan agar pelaku usaha dapat memperlakukan 

konsumen dengan baik begitupun sebaliknya agar transaksi yang dialankan 

memegang prinsip keadilan. Pada ayat tersebut pula mengajarkan agar berlaku jujur, 

karena penduduk madyan pada saat itu suka mengurangi takaran sehingga 

mengurangi hak konsumen. Perilaku ini dilarang dalam Islam karena mengurangi 

nilai kepemilikan orang lain. 

Kegiatan muamalah yang mengedepankan prinsip jujur dan adil dalam hal 

memenuhi hak konsumen merupakan hal yang harus dilaksanakan. Jika 

memperlakukan konsumen dengan mengurangi takarannya, atau melakukan 

perbuatan lainnya yang dilarang oleh Allah maka pelaku usaha telah berbuat zalim. 

Perbuatan zalim akan merusak kegiatan muamalah yang telah dibangun sehingga 

menghilangkan kepercayaan orang lain menyebakan rusaknya hubungan sosial 

dengan orang lain.
68

 

Setiap perbuatan akan mendapatkan balasan sebagaimana perbutan yang 

dilakukan oleh kaum madyan pada masa nabi Syu‘aib AS, sehingga Allah 
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memberikan azab kepada kaum tersebut dengan membinasakan seluruhnya tanpa 

tersisa satu pun.
69

 

Cerita kaum madyan masih relevan di zaman sekarang. Hubungan konsumen 

dan pelaku usaha harus terjaga dan tidak ada kecurangan melakukan transaksi dengan 

menerapkan asas saling ridha dilakukan atas suka sama suka sehingga terhindar dari 

unsur tipuan.
70

 Jika terjadi kecurangan haruslah mendapatkan sanksi baik sanksi yang 

berlaku pada Negara maupun sanksi di akhirat.
71

 

Konsep ekonomi Islam telah mengajarkan nilai-nilai serta etika dalam hal 

perilaku ekonomi yang dapat dijadikan pelajaran. Selain cerita kaum madyan yang 

mendapat azab dari Allah karena telah berlaku zalim. Cerita Rasulullah SAW sukses 

dalam bisnis juga dapat dijadikan motivasi agar menerapkan etika bisnis yang 

menjadikan usaha menjadi berkah.
72

  

 

D.  Al-Hisbah (Pengawasan Pasar) 

1. Pengertian Pengawasan Pasar 

Secara bahasa al-hisbah berarti Menghitung. Al-hisbah juga memiliki arti 

yaitu mengawasi. Definisi al-hisbah sendiri ialah lembaga yang dibentuk untuk 
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melakukan pengawasan secara umum baik dari segi agama, akhlak maupun ekonomi. 

Tugas dalam pengawasan kegiatan ekonomi sendiri merupakan salah satu amanah 

dari Negara untuk menjaga keamanan dalam bertransaksi agar berjalan dengan 

normal.
73

 Agar pengawasan pasar berjalan dengan kondusif dalam Islam juga 

mengatur beberapa ciri perilaku konsumen Islam diantaranya ialah: 

a. Konsumen muslim tidak hanya mencapai kepuasan dalam hal dunia. 

Konsumen muslim, memiliki dasar hukum berupa Al-Qur‘an, jika melakukan 

sesuatu maka bersandar kepada Al-Qur‘an terlebih dalam hal perilaku ekonomi yang 

tidak biasa terlepas dalam kehidupan sehari-hari. Perilaku ekonomi yang dilakukan 

diniatkan untuk mendapatkan ridha Allah SWT. 

b. Adanya larangan mengkonsumsi barang tertentu. 

Larangan mengkonsumsi barang tertentu seperti alkohol, daging babi, 

bangkai, dan hal lainnya yang telah jelas dilarang dalam Islam. Sehingga jelas bahwa 

perekonomian Islam alokasi dananya dapat kepada barang yang halal dari segi zat, 

cara mengolahnya, dan cara mendapatkannya.  

c. Larangan membayar ataupun menerima bunga dari pinjaman dalam bentuk 

apapun.  

d. Kewajiban untuk membayar zakat agar pendapatan menjadi bersih dan 

perekonomian menjadi optimal. 
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e. Konsumen muslim dilarang dalam menghabiskan pendapatan untuk 

melakukan kegiatan konsumsi yang berlebihan.
74

 

2. Sejarah Al-Hisbah  

Secara historis al-hisbah sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW namun, 

institusi al-hisbah belum terbentuk pada saat itu. Seseorang yang ditunjuk dalam 

menjalankan fungsi dan tugas dalam al-hisbah disebut dengan mustahib. Rasulullah 

SAW merupakan mustahib pertama yang melakukan pengawasan pasar di Madinah 

secara langsung. Melihat transaksi jual beli dilakukan masyarakat pada saat itu. 

Beliau melakukan pengawasan dengan berjalan-jalan kemudian berhenti pada penjual 

gandum. Rasulullah SAW kemudian memasukkan tangan pada tumpukan gandum, 

ternyata dalam tumpukan gandum tersebut masih basah. Rasulullah SAW kemudian 

bersabda barang siapa yang menipu saudaranya sendiri maka bukan bagian dari 

umat kita (umat Rasulullah SAW).
75

 

Kegiatan pengawasan pasar juga dilakukan oleh khalifah Umar bin Khattab. 

Beliaulah yang pertama kali mempelopori terbentuknya al-hisbah. Transaksi jual beli 

yang dilakukan haruslah menggunakan akad serta memenuhi syarat jual beli yang 

telah disyariatkan dalam Islam.
76

 Sejarah mencatat Rasulullah juga pernah 
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mengangkat seorang wanita sebagai muhtasibah yang bernama Samra binti Nuhaik 

Al-Asadiyah. Tindakan beliau kemudian diikuti oleh para khalifah sesudahnya.
77

 

Pasca pembebasan kota Mekkah Rasulullah mengangkat seorang mustahib 

dari Bani Umayyah yang bernama Sa‘id bin Ash bin Umayyah untuk menjadi 

muhtasib di kota Mekkah. Kemudian pada masa pemerintahan Umar ibn Aziz, beliau 

membuat peraturan tentang takaran dan timbangan untuk kepentingan seluruh 

masyarakat. Wilayah al-hisbah baru dilembagakan untuk menangani persoalan al-

amr bi al-maruf a nahy an al munkar pada pemerintahan Al-Mahdi (158-169 H). 

Perkembangan al-hisbah mulai terlihat pada masa pemerintahan Khalifah Mansur 

dengan menunjuk Yahya ibn Abdullah yang ditunjuk sebagai mustasib tahun 507. 

Pada masa tersebut al-hisbah telah modern dan terstruktur. 

Secara historis perkembangan al-hisbah semakin pesat dan tetap bertahan 

hingga awal abad ke-18 pada masa pemerintahan Dinasti Mumluk. Pada masa 

tersebut diangkatlah empat orang muhtasib untuk melakukan pengawasan pasar di 

Kairo, Mesir Hilir, Fustat, dan Alexandria. Mustahib yang telah ditunjuk memiliki 

tanggung jawab penuh terhadap pengawasan pasar yang berada di wilayah yang telah 

ditetapkan. Al-hisbah tetap berjalan baik sampai runtuhnya Dinastis Usmani tahun 
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1922. Al- hisbah masih dilestarikan oleh Negara Arab Saudi berdasarkan keputusan 

kerajaan tanggal 3-9-1396.
78

 

3. Tugas dan Wewenang Al-Hisbah 

Tugas institusi al-hisbah adalah menegakkan amar ma’ruf nahi munkar hingga 

sampai kepada hal etika baik untuk seluruh lapisan masyarakat serta terkhusus untuk 

para pedagang.
79

 Selain dari pengawasan pasar yang dilakukan ada beberapa 

kewenangan dari petugas al-hisbah yaitu mengawasi timbangan, takaran ataupun 

harga. 

Pengawasan yang dilakukan al-hisbah menyangkut perihal kualitas dan 

kuantitas dalam suatu barang atau jasa yang diperdagangkan. Mekanisme yang 

diterapkan yaitu pasar bebas, namun tetap mendapatkan pengawasan harga secara 

umum. Penetapan harga merupakan sesuatu yang inti dalam suatu perdagangan dan 

akan mempengaruhi jalannya perekonomian umat Islam. Pengawasan pasar sendiri 

perlu adanya peran pemerintah guna menggerakkan roda perekonomian agar berjalan 

stabil.
80

  

Pengawasan yang dilakukan agar tidak terjadi praktik gharar, riba, serta 

penipuan yang dapat merugikan. Dalam Islam sendiri untuk melakukan transaksi 
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telah memiliki batasan-batasan seperti informasi barang yang diperjualbelikan, akad 

dalam jual beli, sistem pembayaran atau pelunasan. Hal ini bentuk perlindungan dari 

Islam agar terciptanya keadilan.
81

 

a. Mengawasi kehalalan, kesehatan, serta kebersihan komoditas 

Islam merupakan agama yang sangat memperhatikan kebersihan dalam hal 

apapun dan tidak terkecuali dalam transaksi ekonomi. Pengawasan dalam kebersihan 

dan kehalalan suatu komoditas merupakan salah satu wewenang dari al-hisbah. 

Dalam pengawasan tersebut agar terjamin dalam transaksi ekonomi dan juga sesuai 

dengan ketentuan syariah.
82

 

b. Pengaturan tata letak pasar  

Demi kelancaran dalam bertransaksi dalam kebersihan serta kesehatan pasar 

adalah tanggungjawab semua pihak baik penjual maupun pembeli. Petugas al-hisbah 

memiliki wewenang dalam pengaturan tata letak pasar agar transaksi yang dilakukan 

menjadi kondusif.
83

 Untuk mendukung kelancaran dalam pengaturan tata letak pasar 

para petugas al-hisbah juga menediakan peralatan untuk menunjang pengaturan pasar 

seperti lampu untuk penerangan jalan, tempat pembuangan sampah, saluran irigasi, 

dan hal lainnya yyang menunjang kelancaran kegiatan ekonomi pasar.
84
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c. Melakukan intervensi pasar 

Kondisi ekonomi pasar yang stabil merupakan dari tujuan pengawasan pasar 

yang dilakukan oleh al-hisbah serta sistem pasar bebas yang diterapkan telah diakui. 

Namun, jika wilayah tersebut terjadi suatu bencana alam ataupun suatu wabah 

sehingga mengalami peningkatan harga serta sulitnya jalur distribusi barang sehingga 

menyebabkan langkanya suatu barang. Hal ini dapat mengancam perekonomian umat 

sehingga Negara memperbolehkan al-hisbah dan menetapkan harga barang dan 

melakukan persediaan barang.
85

 

d. Mengatasi sengketa dan memberikan hukuman bagi yang melanggar 

mekanisme pasar 

Penyelesaian perkara dalam al-hisbah sendiri siapapun dapat melaporkan 

kepada mustahib atas terjadinya kecurangan yang terjadi. Mustahib sendiri langsung 

menjalankan perannya dengan mengadili perkara.
86

 Tugas mustahib sendiri tidak 

hanya menunggu laporan perkara melainkan mengatasi langsung kecurangan yang 

terjadi pada agar tidak mempengaruhi kelancaran perekonomian yang telah terlaksa-

na.
87

 

4. Penyelesaian Sengketa pada Al-Hisbah 

                                                             
85

 Ferry Syarifuddin dan Ali Sakti, hlm. 174. 

 
86

 Raghib As-Sirjani, Sumbangan Peradaban Islam Pada Dunia (Pustaka Al Kautsar, t.t.), 

hlm. 562. 

  
87

 Wahbah az-Zuhaili, Fiqih Islam wa Adilatuhu Jilid 8: Jihad; Pengadilan dan Mekanisme 

Mengambil Keputusan; Pemerintahan dalam Islam (Gema Insani, 2021), hlm. 381. 

 



67 

 

 

 

Al-hisbah merupakan lembaga dibawah dari kekuasaan kehakiman dan 

kejaksaan sejauh ini untuk posisi kedudukan al-hisbah juga sangat penting terhadap 

perkembangan dalam dunia perekonomian Islam. Adapun cara dalam penyelesaian 

sengketa dalam al-hisbah yaitu :
88

 Pertama, petugas al-hisbah mengawasi pasar 

secara langsung dan melakukan penyelesaian secara langsung tanpa adanya aduan 

dari masyarakat.
89

 

Kedua, petugas al-hisbah memanggil dan juga mendengarkan dakwaan-

dakwaan para pihak yang bersengketa. Dalam penyelesaian tahap ini adalah 

penyelesaian sengketa secara ringan, sengketa tersebut dapat diselesaikan di al- 

hisbah sendiri tanpa adanya melibatkan penyelesaikan di jalur pengadilan.
90

 

Ketiga, apabila sengketa tersebut terbukti secara nyata, al-hisbah dapat 

memberikan sanksi secara langsung. Sanksi yang diberikan sesuai dengan kesalahan 

yang dilakukan oleh para pihak.
91

 

Penegakkan hukum perlindungan konsumen dalam Islam, struktur 

penegakkan hukum al-hisbah merupakan tatanan utama pelaksanaan pengawasan 
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jangka panjang. Melalui al-hisbah, lembaga ini melakukan pengawasan sosio-

ekonomi secara komprehensif termasuk dalam perlindungan konsumen.
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